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PENGANTAR EDITOR

Puji svukur kekhadirat Allah oW T, karena atas rakhmat dan karunia-Nya
sehingga penyusunan huku dengan judul Srudi Penegakan dan
pengembangan H ke, ini dapat diterbitkan

Hukum selalu berkembang cesuai dengan perkembangan masyarakal
tepnpat bernaungnys hukum. Schubungan dengan itu studi tentang
penegakandan pengembangan hkum selalu relevan dari waktu ke waktu.
Hukum vang ada pada masyarakat masa yang lampau dipandang sudah
lidak lagi sesual dengan perkembangan masyarakat tetkini. Oleh karenanya
perly melakukan pembaharsan hukum setiap saat, Begitu juga adanya
berbagai tulisan dalam buku ini substansinya mengkaji hukum herkaitan
dengan argumentasi di alas.

Buku ini berisikan 17 {tujuhbelas) kajian feniang penegakan dan
pengembangan hukum dari berbagai disiplin ilmu hukum vang terdiri dan
sebanvak 10 (sepulub) artikel hukum pidana. satu artikel hukum
keperdataan. tiga artikel hukum adminisirasi negara, dua artikel hukum
tata negara dan satu artikel hukum internasional. Dituliskan oleh para
akademisi yang mumpuni di bidang hukum karena para penulis berbasis
Syrata 3 (Doktor [imu Hukum) dan Strata 2 {Magister limu Hukum) dari

berbagal universias termama di negeri ini,

Buku ini sengaja ditulis oleh schagian besar dosen Fakultas Hukum
Universitas Lampung yang bertujuan selain untuk mengenang almarhum
1.P Widodo, S.H.,M.H. yang wafat pada tanggal 13 Nopember 2012,
sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan budaya akademik di
lingkungan Fakultas Hukum Unila yang juga menjadi cita-cita almarhum.
Selamat jalan Pak Wid, cita-cita dan gapasanmu akan menjadi inspiras:
kami dan semoga pengabdianmu menjadi amal ibadahmu di sisi Allah
SWT. Amiin, '

Pengantar Editor i



Dalam kesempatan ini kami selaku editor mengucapkan terimakasih
kepada para penulis dan semua pihak yang telah berpartisifasi schingga
dapat terbitnya buku ini. Selain itu mengucapkan mohon maal kepada
para penulis vang tulisannya tidak sempat dimuat dalam buku ini karena
salah satunya disebabkan keterbatasan waktu dan terlambatnya naskah
diterima.

Bandar Lampung, | Februari 2013
Editor,

= Dr. Maroni, 5.H..M, Hum
Dr. Eddy Rifai, S.H..M.H.
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MVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAIL
UPAYA PENANGGULANGAN DELINKUENSI
ANAK DI INDONESIA

Nikmah Rosidah
1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan keberlangsungan
hidup manusia dan keberlangsungan sebuab bangsa dan negara.
Jumlah Anak Berhadapan Hukum ( ABH) sangat banvak di Indonesia.
Data Ditjen Pemasvarakatan, Kementerian Hukum dan HAM,
menvebutkan ada 78 nbu lebith anak laki-laki dan perempuan yang
tersebar menurut kasus dan wilayah propinsi. Umumnya terjadi di
wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera.
Menurut Dirjen P"emasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM
selama 2008 terdapat 4.301 narapidana dan tahanan anak. dengan
rincian narapidana anak { 2. 282 anak  dan tahanan anak {2,019 anak)."

Anak memiliki peran strategis vang secara tegas dinvatakan dalam
konstitusi Indonesia bahwa negara menjamin hak setiap anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik
bagi anak patut dihavati sebagai kepentingan terbaik bagi
kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dan ketentuan Pasal
28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan
melindungi anak, bahwa anak perfu mendapat perlindungan dari
dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus
globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial dalam
kehidupan masyarakat vang sangat berpengaruh terhadap nilai dan

* httpei/ditjenpas. go.id/pas2iarticle/article. phpTid=152;
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perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbustan melanggar T
hukum yang dilakukun oleh anak antara lain, disebabkan oleh faktor 9
di tuar Anak tersebut. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak
harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak (Convention on the
Rights of the Child).

Perkembangan masyarakat yang bermula dan kehidupan agraris
menuju kehidupan industrial disertai gejala globalisasi, tampaknya
berdampak  terhadap timbulnya gejala perilaku delinkuensi anak.
Penvelesaian delinkuens: merupakan hal yang rumit, berbeda bila
tindak pidana yang sama dilakukan oleh orang dewasa karena
penegakan hukumnya tidak akan menimbulkan reaksi keras dari
publik, sepanjang dilaksanakan sesual hukum acaranya,

K.urang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap
tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya
mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dan pengacara maupun
dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari
sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara
atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2000 tercatat
dalam statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
(Ditjenpas) terdapat lebih dari 11.344 anak vang disanghka sebagai
pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak didik
daritahun ke tahun cenderung bertambah, Pada tahun 2005 anak didik
yang ditangani oleh Ditjenpas berjumlah 1.645 anak, pada tahun 2006
berjumlah 1.814 anak, padatahun 2007 berjumlah 2.149 anak, pada
tahun 2008 berjumlah 2.726 anak, pada tahun 2009 berjumlah 2.536
anak vang menjadi tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga
pemasyarakatan di seluruh Indonesia.* Kemudian pada tahun 2008
di provinsi Jawa Timur tercatat anak yang berstatus anak didik {anak
sipil, anak Wegara, dan anak pidana) tersebar di seluruh Rumah
tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa schanyak
2.026.% Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang

* hetpwww, Ditjenpas.go_id'index php 7 Option = com_conent & task = viewdid
=34& llemid =45>, diakses pada hari sclasa tanggal 22 Desember 2009 pukul
20.00wih;

* http:/www.menegpp.go.id!, diakses pada hari kamis tanggal 10 Februari 2011
pukul 1000 wilb;
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harus berhadapan dengan sistem peradilan dan me reka ditempatkan
di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewnasa sehingga
mereka rawan mengalami tindak kekerasan

Seorang anak yang melakukan tindak pidana wa)ib disidangkan
dipengadilan khusus anak vang berada di lingkungan peradilan umurm,
dengan proses khusus seria pejabat khusus yang memahami masalah
anak, mulai dari penangkapan. penahanan, proses mengadill dan
pembinaan. Sementara itg dari perspekif ilmu pemidanaan. meyakim
hahwa penjatuhan pidana rerhadap anak nakal felelinkuen) cenderung
merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.
Kecenderufigan merugikan i akibat darl efek penjatuban pidana
terutama pidana penjara, yant berupa stigma (cap jahat}.
Dikemukakan juga oleh Rarda Nawawi Arief,” bahwa hukum
perlindungan sosial mensvaratkan penghapusan pertanggungjavwaban
pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang
perbuatar anti sosial. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas
pidana dan Komite Hak Anak PBB, angka perbandingan rata-rata
pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate} Oang
yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan
usia pelaku. Reconviction rafe Yang tertingpi, terlihat pada anak-
anak, yaitu mencapai 30 {lima puluh) persen. Angka itu lebih tinggl
lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara dari pada pidana bukan
penjara, hal ini dikarenakan tingginya jumlah anak yang dipenjara
kerena kejahatan ringan, dicampurnya tahanan anak bersama oTang
dewasa dan batas yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan
Anak sangatlah rendah 8 (delapan) tahun, karena itu harus dinaikkan
agar lehih rasional menjadi 12 {dua belas) tahun sesuai dengan Beijing
Rules. "

* Barda Nawawi Aref, K.ehijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan
dengan Pidara Penjars, O Ananta, Semifang. 1994 hal.20;

& Lihat Pasal | angka {3). Ketentuan mengenai batas usia anak tersebut 1elah
herganti yakni anak yang telah mencapai umur 12 (dua betis ) tahun sampai dengan
18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana, seiring dengan
dikeluarkannya Undang-Lindang o |1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

. vioenei A2 Keadilan Restoratif Sebagal Upay3 penanggulangan ... | 97
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Pada tanggal 30 Juli 2012 Presiden Republik Indonesia mensahkan
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidang
Anak sebagai perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang =
Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat LU SPPA). UUSFPA tersebul =
memuat ketentuan mengenai diversi dan restorafive justice, dimana
tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun bisa didiversi
atau diselesaikan di luar proses peradilan pidana serta mewajibkan
pendekatan keadilan restoratif dimana melibatkan pelaku (Anak vang
Berhadapan dengan Hukum), keluarga korban, orang tua pelaku dan
pihak lain yang terkait dengan motivasi untuk mengutamakan
penvelesaian masalah sccara bersama-sama tanpa mengedepankan
petabalasan. Diversi juga wajib diupayakan disetiap proses hukum
oleh penegak hukum dengan dituangkan di dalam kesepakatan diversi
dan pelaksanaannya diawasi oleh penegak hukum.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip
nondiskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak
dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak
sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap
anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu
sistem peradilan pidana anak vang di dalamnya terdapal proses
penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional.
Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara
pengalihan atau biasa disebut ide diversi, karena lembaga
pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan
anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan
terjadi pelanggaran-pelanggaran tethadap hak anak. Hal inilah yang
mendorong ide diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice
menjadi suatu solusi yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara
pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karenanya, penulis akan
membahas ketentuan diversi dan restorarive fustice yang dimuat dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012,

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan

masalah yakni: Bagaimana ketentuan diversi dan keadilan restoratif
sebagai upaya penanggulangan delinkuensi anak di Indonesia 7

Diversi dan Keadilan Restoratil Sebagai Upaya Penanggulangan ..



3, Pembahasan
4. Diversi dalam Penanganan Anak Delinkuen

Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin
kompleks dan perlu sepera diatasi baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, Terdapat dua kategon perilaku anak yang dapat membual
seorang anak berhadapan dengan hukum vakni stertus affences dan
criminal offences. Status offences adalah perilaku kenakalan anak
yang apabila dilakukan orang dewasa tidak termasuk kejahatan atau
anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi seorang anak.
Misﬁtny:;, tidak menurut, membolos sekolah, kabur dan rumal.
Sedangkan criminal affences adalah perilaku kenakalan anak yang
apabila dilakukan orang dewasa termasuk kategor kejahatan atau
anak yang melakukan tindak pidana.

Menurut Sudarto dalam Paulus Hadi Suprapto, penanggulangan
delinkuensi anak erat kaitannya dengan kebijakan keiminal (crimina
policy). Kebijakan kriminal sebagm usaha rasional masyarakat untuk
menanggulangi kejahatan, di dalam perak operasionalnya terarah pada
dua jalur, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal ** Lebih
lanjut, menurut Paulus Hadisuprapto penggunaan sarana penal alau
jalur hukum pidana cenderung merugikan masa depan anak karena
membekaskan stigma pada anak, Melalui sarana penal, scorang anak
terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang, mulai
pada proses penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh jaksa,
proses persidangan di pengadilan oleh hakim, dan mengalami proses
penahanan dalam rumah tahanan. Kondisi tersebut dapat memberikan
tekanan baik fisik maupun mental bagi anak yang berhadapan dengan
hukum, Menurut Santi Kusumaningrum, berhadapan dengan hukum
dan sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan
masyarakat, diantaranya adalah: pengalaman kekerasan dan perlakuan

# Paulus Hadisuprapto. 2006, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif
. Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Semarang - Badan Penerbit
Universitas Diponegoro. Him. 4;

Diversi dan Keadilan Restoratif Sebagal Upaya Penanggulangan ... 29
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salah selama proses peradilan (petaku, korban atau saksi), stigmatisasi
dan kemungkinan mengulangi perbuatan kriminalnya tersebuot

Pemerintah telah memiliki beberapa instrumen hukom yvang mengatur :
masalah delinkuensi anak, diantaranya adalah Undang-Undang No 4
Tahun 197% tentang Kescjahteraan Anak, Undang-Undang No 23
Tahun 2002 tentang Perfindungan Anak, Undang-Undang No 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak vang telab diganti oleh Undang-
Undang Moo 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
dan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi
Konvensi Hak Anak.

UL SPPA ini mengatur ketentuan tentang keadilan restoratif dan
diverst yang berfungsi agar anak yvang berhadapan dengan hukum
tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan vang harus dijalaninya.
Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang

UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice, (Beifing Rule) Rule f1:

“Diversion, invelving removal from criminal justice
processing, and frequently redivection to community support
services, is commonly practiced on a _formal and informal
basis in many legal system. This practice serves to hinder the
negative effects of subsequent proceedings in fuvenile justice
administration (for example the stigma of conviction and
sertence). fn many cases, non intervention would be the best
respanse. This diversion at the owt set and without referral 1o
alternative (social) services may be the optimal response. This
is especially the case where the offence is of a non-serious
nature and where the family, the school r other informal social
contral institutions have already reacted, or are likely to react,
in an approprigre and constructive manner """

* Santi Kusumaningrum. Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum @ Dalam
Ferangka Protective Environment, hitpi/Yswww ouniceforg/indonesia’uni-
jjs1_Zfinal pdf

® Paulus Hadisuprapio, 2008, Delinkuensi Anask, Pemahaman dan
Penanggulangannys, Malang : Bavemedia Publishing, Hal 20&;
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tenurat UL SPPA, pengertian anak vang berhadapan dengan hukum
adalah anak vang berkonflik dengan hukum, anak yvang menjadi korban
tindak pidana dan anak vang menjadi saksi tindak pidana. Pada tinghat
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkars Anak di pengadilan
negeri wajib diupayakan diversi. dalam bal tindak pidana yang
dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tabun
dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.™

Pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dar
proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pgnerapan
ketentuan diversi merupakan penting untuk dilaksanakan, karena
dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan
menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak
pidana vang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat
ditangani tanpa perlu melalui proses hukum, Tujuan dari diversi yaitw;
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak:

b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

moe

Namun sekali lagi diversi vang dapat dilakukan dalam kerangka UU
SPPA bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
menvelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan
Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Oleh karena i basis diversi dalam UL SPPA ini bukanlah kepentingan
terbaik bagi anak namun kesepakatan antara korban dan atau keluarga
korban dengan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Dan
kesepakatan diversi hanva bisa dilakukan jika perbuatan anak yang
berkonflik dengan hukum tersebut diancam dengan pidana penjara di
bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak
pidana.

" Lihat Pasal | angka {2) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Ne. 11 Tahun 2012,

o P A W dila=s Dasbaanilf €al Pk | 1 1 “1




Beberapa alasan dasar pemikiran tentang perlunya diversi bagi pelaku

anak. antara lain sebagai benkut: ™ ]

a. membantu anak-anak belajar dan kesalahannyva melalul intervensi
selekas mungkin;

b, memperbaiks luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga,
korban dan masyarakat;

¢. kerjasama dengan pibak orangiua, pengasuh dan diben nasehat
hidup sehari-hari,

d. melengkap dan membangkitkan anak-anak untuk membuat
keputusan untuk bertanggungjawab;

e, berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada
korban;

f. memberikan tanggungjaab anak atas perbuatannya, dan
memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati
akiba-akibat dan efek kasus tersebut:

g. memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk
menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan;

h. mengurangi beban pada pengadilan dan lembaga penjara;

i. pengendalian kejahaan anak/remaja.

Twdak perlunya kesepakatan dengan korban pada diversi hanya bisa
dilakukan untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana
ringan, tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak
lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.™ Hasil kesepakatan
Divers: dapat berbentuk, antara lain:

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

TN, Help juvenils lern from thelr misiake through eorly Intervention; 2. Repairs the
harm caided i familes, viclims and comonity; I, Tncorporates parenty, guardians
ard lessons from everyday life; 4. Equips and encourages fuveniles fo make
responsible decigtony; 5 Creates a mechanism ro collect restitution for victims,
& Hold vowth accouniable for the opportunilty to keep their record clean; 7, Allows
eligible offenders the apporfunity fo keep their record clean; 8, Redirces Burden
or courd sistemt and jails; % Curbs juvenile crime ANp AWl oo slears. mnus’
T2 g 2 2§ 2. 20018 7

™ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Mo.11 Tahun 2012 vakni Kesepakatan Diversi
harus mendapatkan persetujuan korban danfatau keluarga Anak Korban seria
kesediaan Anak dan kelsarganya, kecwali untuk: (a) tndak pidana yang berupa
pelanggaran; (b) tindak pidana ringan; (c] findak pidana tanpa korban; atau {d)
nilai kerugian korban tidak tehih dari nilai upah minimum provinsi setempat,
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b. penverahan kembali kepada orang wa/Wali:

¢. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga
pendidikan atau LPKS paling lama 3 {tiga} bulan; atau

d. pelayanan masyarakal

b, Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berhadapan ddgan Hukum

Keadilan restoratif (restoratif jussice) menuliki cara pandang yang
berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak. Menurut Fruin
1.A., datam Paulus Hadisuprapio, peradilan anak restoratil berangkat
dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi
anaktidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari
korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah
bahwa diperolehnya keadilan, apabila setiap pihak menerima perhatian
secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan
memperoleh keuntungan secara memadai dan interaksi mereka dengan
sistem peradilan anak.™

Menurut Tony F. Marshall restorative fustice adalah : * Restorative
Justice is a process wherehy parties with a stake in a specific offence
collectively reselve how to deal with the aftermath of the offence
and its implications for the future. " Keadilan restoratif adalah suatu
proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana
tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani
akibat di masa yang akan datang,”*

Menurut Pasal 1 angka 6 UL SPPA pengertian mengenai Keadilan
Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelakuwkorban, dan pihak lain
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelessian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan
bukan pembalasan.™

" Paslus Hadisuprapte. 2008 Delinkuvensi Anak, Pemahaman dan
Penanggulangannya. Malang: Bayumedia Publishing. Hal 225;

" Tony F. Marshall. 1999. Retorative Justice an Overview. London . Home Office,
Information & Publications Group,

™ Pasal | angka & Lindang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak,

Diversi dan Keadilan Restoratif Sebagal Upaya Penanggulangan ... | 103



Penanganan dalam hal anak vang bermasalah dengan hukum, konsep !
pendekatan Nestorative Sustice System menjadi sangat penting karena
menghormati dan tidak melanggar hak anak. Restorative Justice
Sysiem Sﬂldak-[idﬂln}-a bertujuan untuk memperbatki/memulihkan
{fo restore ) perbuatan kriminal vang dilakukan anak dengan tindakan
vang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya, Anak yang
melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal
kKarena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,
seperti yvang disebutkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak pasal 40
ayal 3 huraf {a): 6 “ Bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah
untuk menangan anak-anak seperti ity lanpa mengeunakan proses
peradilan. asalkan hak-hak asasi dan kaidahkaidah hukum tetap
diharmonisasi sepenuhnya.”

Menangani masalah anak vang berhadapan dengan hukum hendaknya
dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat
mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan
bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upava terakhir
setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan
kekeluargaan telah ditermpuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan
restoratif adalah :

I. Membuat pelanggar bertangung jawab untuk memperbaiki
kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;

2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan
kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya
secara konstruktif®

3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan
teman sebaya;

4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan
masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyvata antara
kesalahan dengan reaksi sosial yang formal, ™

" Unicef. 2004, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum,
Manual Pelatihan untuk Polisi. Jakara. hal 357;
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Metode vang dipakai dalam restorarive justice adalah musyawarah
perutihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga
masing-masing. ditambah wakil masvarakat vang diharapkan dapat
mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak
tersebut terjadi. ™ Dengan adanya dukungan dan lingkungan setempal
untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan
dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap
mengedepankan kepentingan dan langgung jawab dari anak pelaku
tindak pidana, korban dan masyarakat. Beberapa man faat yang dapat
diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku,
korban dan saksi akan dilindungi aleh sistem peradilan anak vang
ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat. " Apabila dilihat
dari posisi terdakwa dan korban, maka restorative justice tidak lain
dari suatu bentuk mediasi vang bertujuan mencapal “wir-wirn sodution”
seperti dalam perkara keperdataan.®

Konsep Keadilan Restoratif { Restorative Justice) sebenamya telah
lama dipraktekkan masyarakat adal Indonesia, seperti di Papua, Bali,
Toraja. Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kual
memegang kebudavaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh
seseorang (lermasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan
anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat sccara
internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan
bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau
hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

Pelaksanaan mediasi penal sebagai instrumen hukum Restorative
Justice (Keadilan Restoratif) adalah diskursus baru dalam sistem
hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dan

% |ihat Pasal & (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa: Proses Dhaversi
dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tusa/ Walinya,
korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja
Sosinl Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratil.

* Santi Kusumaningrum, Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum : Dalam
Kerangka Protective Envirenment, hitp:fwww uniceforg/indonesialuni-
jjst_Minal pdf.

* Bagir Manan. 2008, Resroratif Justice {Suati perkenalan) Dalam Refleksi
Dinamika Hukwm, Perum Percetakan Megara RI. Jukarta. Hal 8;
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efektif dalam menangani permasalahan anak yang bermasalah denpan
hukum, walaupun mediasi sebenamya bukanlah metode penyelesaian
sengketa yvang baru dalam sistem hukum Indonesia. Hukum acara
perdata kita sudah mengenal adanya suatue Lembaga Damar untuk
menyelesaikan sengketa perdata lebih dani seratus tahun lalu ® Sifat
dasar dari mediasi juga sama dengan mekanisme musyawarah. Karena
itu penggunaan mediasi penal diharapkan bisa ditenma kalangan
professional hukum dan masvarakat umum dengan baik dan berjalan
secara efektif. Dengan demikian apabila hakim berkevakinan perkara
anak vang diperiksanya telah memenuhi svarat-syarat/kriteria
Restorative Justice dapal dilekukan mediasi penal dengan cara
pendekatan Restorarive Jusrice di ruang mediasi yang dihadin pihak-
pihak terkait (Pelakw/Orang Tua, Korban/Orang Tua, PK BAPAS,
Pembimbing Kemasvarakatan. Jaksa Anak, Hakim Anak. Perwakilan
Komunitas Masyarakat/®T/RW/Kepala Desa/Guru/ Tokoh Agama).
Adapun syarat-syarat’kriteria Restorative Justice sebaga benkut:
|. Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku,
2. Persetujuan dan pihak korban/keluarga dan adanya keinginan
untuk memaafkan pelaku
3. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesatan
secara musyawarah dan mufakal,
4. Kwalifikasi indak pidana nngan
Pelaku belum pernah dihukum.

g

Proses restorative justice pada dasarnya merupakan upaya pengalihan
dart proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah,
yvang pada dasarnya merupakan jiwa dan bangsa Indonesia, untuk
menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk
mencapal mufakat, Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan
dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya
penvelesaian masalah anak vang berkonflik dengan hukum melalu
upava diversi dan keadilan restoratif (restorarive justice) merupakan
salah satu langkah vang tcpat bagi penyelesaian kasus-kasus anak
yvang berkonflik dengan hukum, Untuk mengefektifkan restorative
Justice dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan
hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu

" Lihat Pasal 130 HIR dan 154 RBg,
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aparal penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat, Tanpa
sosialisasi tersebul maka penerapan restorative fustice menjac sulit
diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah anak vang
berhadapan dengan hukum.

5, Kesimpulan

Dicanturmkannya ketentuan mengenai diversi dan keadilan rest oratif
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak merupakan suatu pencerahan terhadap penanggulangan
delinkuensi anak. Pencrapan ketentuan diversi dan keadilan restoratif
ini adalah hal vang penting untuk dipertimbangkan, karena tindak
pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat
ditangani tanpa perlu melalui proses hukum sehingga menghindarkan
anak dari stigma sebagai “anak nakal”. Metode diversi dan restorative
justice menjadi solusi yang tepat untuk menvelesaikan perkara pidana
yang dilakukan oleh anak, karena didalamnya terdapal konsep yang
mulia yaitu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak
mengabaikan hak-hak anak, perlindungan anak dan kesejahteraan
anak.

h. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diversi dan keadilan restoratif dapat
menjadi salah satu upaya untuk penyelesaian masalah anak yang
berhadapan dengan hukum, namun dalam pelaksanaannya perlu
koordinasi dengan aparat penegak hukum, keluarga, lingkungan
sekolah maupun tokoh masyarakat disamping it perlu adanya
sosialisasi terutama Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sisten Peradilan Pidana Anak bagi penegak hukum agar pelaksanaan
diversi dan keadilan restoratif menjadi lebih efektif.
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